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Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dra.Herlina Sakawati, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi-fungsi 
manajemen dalam pemungutan retribusi pasar sentral Palakka pada Dinas 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone. Pendekatan penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan serta pengujian kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perencanaan dalam hal 
penentuan target dan perumusan strategi yang telah disusun sudah optimal. Hal ini 
dapat dilihat dari telah ditentukan dan dilaksanakannya tahap-tahap penentuan 
terget yang dilakukan setiap tahun, namun pencapaian target tidak pernah 
terpenuhi akibat kurang tegasnya pemerintah dalam mengoptimalkan kendaraan 
umum yang menyebabkan kurangnya pembeli dan menjadi alasan wajib retribusi 
tidak membayar retribusi karena janji pemerintah yang belum terpenuhi. 
Pengorganisasian dalam hal jumlah kolektor dan staf serta pembagian tugasnya 
belum efektif karena jumlah staf yang berlebihan dan juga tidak dilakukan 
pembagian wilayah kerja seperti dengan pembagian wilayah kerja kolektor. 
Memimpin dalam hal mendorong motivasi kerja pegawainya sudah efektif karena 
pemberian gaji dan insentif yang lancar dapat meningkatkan semangat kerja 
pegawai. Pengendalian dalam hal perbandingan rencana dan realisasi belum 
efektif. Dimana, selain faktor wajib retribusi yang tidak sadar akan pentingnya 
membayar retribusi juga pengelolaan pedagang yang kurang baik karena tidak 
diketahuinya jumlah pedagang yang aktif menyebabkan target dalam artian 
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A. Latar Belakang 
Pembangunan di Indonesia meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang 
pada hakekatnya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya 
mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus 
ditingkatkan, salah satunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk 
perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan yang 
berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap 
golongan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting 
pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. 
Untuk menyelenggarakan pembangunan, setiap daerah diberikan 
kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan 
otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk 
mengurus daerahnya sendiri termasuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya, 
sehingga pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber 
pendapatan daerah yang potensial, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan 
asli daerah yang telah dipungut, seraya mengelola dan menggunakan keuangan 
sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
daerahnya. Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam 





yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan 
cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 
UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah, sumber 
pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PAD), terdiri 
dari:  Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah 
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan 
asli Daerah yang sah, dan  Dana Perimbangan.1 
UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman 
kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci 
untuk menjamin prosedur umum Perpajakan dan Retribusi Daerah. 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara 
dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonomi untuk mengurus 
daerahnya sendiri, salah satuya mengurus Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan 
daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya 
kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD. PAD 
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu
                                                 





sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan 
DPRD dalam memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat 
sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang. PAD juga menjadi sumber penerimaan terbesar daerah, terutama bagi 
daerah yang memiliki potensi yang besar. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah 
dalam konsep ideal seharusnya menjadi tolak ukur kemampuan daerah dalam 
melaksanakan dan mewujudkan otonominya.  
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
penerimaannya diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam mengurus 
rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), disamping penerimaan yang berasal 
dari pemerintah berupa subsidi /bantuan. Ketergantungan kepada bantuan Pusat 
harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah 
dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar daerah. 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 1 menentukan 
bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang 
dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 
pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa 
tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan 
perizinan tertentu. 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, 
“Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 





dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”.2Salah satu objek retribusi jasa 
umum yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bone adalah retribusi Pasar 
Sentral Palakka. Pemungutan tarif obyek retribusi pelayanan pasar di Kabupaten 
Bone diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum  
Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.  
Adapun data realisasi pendapatan retribusi Pasar Sentral Palakka pada 
pada tahun 2012-2014 yaitu sebagai berikut. 
Tabel 1. Target Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone 
Pada Tahun 2012-2014 
 
 
Sumber :Kantor Pengelola Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone, 2015 
Berdasarkan data yang diperoleh sejak tiga tahun terakhir yang dikelola 
oleh Kantor Pengelolaan Pasar Sentral Palakka menunjukkan bahwa angka 
realisasi retribusi Pasar Sentral Palakka pada tahun 2012 hampir mencapai 
setengah dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 mengalami penurunan 
realisasi meskipun presentasinya meningkat 0,1 % karena diturunkannya target. 
Pada tahun 2014, karena rendahnya realisasi pada tahun 2013 maka tetap 
dilakukan penurunan target dan realisasi pun meningkat sebesar 8,2 %. Dari 
realisasi retribusi pasar sentral Palakka yang mengalami penurunan pada tahun 
                                                 
2Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah 
No
. 
Tahun Target Realisasi Persentase Keterangan 
1. 2012 Rp.610.000.000 Rp.258.923.500 42,5% Tidak tercapai 
2. 2013 Rp.580.000.000 Rp.247.041.000 42,6% Tidak tercapai  





2013 dan meningkat pada tahun 2014, dapat dilihat potensi yang besar dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone. 
Koordinator UPTD Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone, Jasman 
Saputra, SH mengemukakan: 
Penyebab sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai 
target yaitu: 
1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting membayar 
pajak dan retribusi. 
2. Semua pedagang adalah korban kebakaran pasar Sental Lama. 
3. Terlalu jauhnya jarak pasar dari pusat kota. 
4. Sudah banyaknya pedagang yang menjual menggunakan mobil dan 
motor. 
5. Daerah pasar terlalu luas dan kurang berpenghuni. (wawancara pada 
hari Selasa 1 Desember 2015).3 
 
Dari beberapa masalah di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pasar 
Sentral Palakka belum dilakukan secara optimal, baik dalam hal pemungutan 
retribusi dan pengawasan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan pasar, perkiraan 
potensi pasar maupun upaya pemerintah dalam menarik perhatian masyarakat 
sehingga pendapatan dan penerimaan yang diperoleh tidak mencapai target yang 
ditetapkan. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmayanti (2013) dengan judul 
Strategi Peningkatan Rertribusi (jasa) Pasar Niaga Daya Di Kota Makassar Hasil 
penelitian menunjukan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh PD Pasar 
Makassar Raya dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi jasa pasar niaga 
Daya di Kota Makassar dalam hal penentuan target sudah maksimal dimana 
penentuan target yang dilakukan sesuai dengan kondisi pasar dan berdasarkan 
                                                 





semua jenis potensi yang ada di pasar, namun dalam hal pelaksanaan SDM aparat 
atau petugas yang melaksanakan pemungutan belum maksimal karena dengan 
melihat kenyataan yang ada selama 4 tahun terakhir 2009-2012 target dan realisasi 
retribusi pasar tidak pernah mencapai target.4 
Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Ulfa (2013) dengan 
judul Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam Rangka 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen retribusi pasar sentral 
Kab.Bulukumba dilihat dari segi teori, sudah baik, namun dalam kenyataannya 
dilapangan tidak sesuai dengan teori, masih ada penyimpangan yang dilakukan 
oleh pihak yang terkait, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan peningkatan 
pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar sentral.5 
Mengatasi berbagai masalah yang terdapat dalam pengelolaan pasar, 
diperlukan adanya manajemen retribusi pelayanan pasar sehingga dapat 
memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam 
hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan manajemen yang baik karena 
manajemen dibutuhkan orang-orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan 
yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan adanya 
manajemen retribusi pasar secara optimal serta efisien dan efektif, supaya apa 
yang direncanakan bisa tercapai dalam pelaksanaan demi mengoptimalkan 
peningkatan penerimaan retribusi sehingga retribusi pelayanan pasar dapat 
                                                 
4Rahmayanti.2013.Strategi Peningkatan Rertribusi (jasa) PasarNiaga Daya Di Kota Makassar. 
Skripsi tidak diterbitkan.  
5Ulfa .2013.Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam Rangka Meningkatkan 





memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan retribusi daerah secara 
khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. 
Pemaparan diatas menggambarkan tidak efektifnya fungsi-fungsi 
manajemen dalam pengelolaan Pasar Sentral Palakka, sehingga penelitian ini akan 
membahas lebih lanjut tentang “Manajemen Retribusi Pasar Sentral Palakka 
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada 
penelitian ini yakni Bagaimana manajemen retribusi pasar sentral Palakka dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bone? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui manajemen retribusi pasar sentral Palakka dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah Kabupaten Bone. 
D. Manfaat Hasil Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
a) Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan 
ilmu pengetahuan. 
b) Sebagai masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak 







2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah Kab.Bone dalam upaya 
peningkatan pendapatan Retribusi Pasar dan memperkuat pentingnya 
























TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Konsep Manajemen 
Jones and George mengemukakan bahwa: 
“Management is the planning, organizing, leading and controlling of 
human and other resources  to achieve organizational goals efficiently and 
effectively. (Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, memimpin 
dan mengendalikan sumber daya manusia dan lainnya untuk mencapai 
tujuan organisasi secara efisien dan efektif)”.6 
 
Silalahi mengemukakan bahwa: 
“Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengisian staf, pemimpinan dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan 
sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan 
organisasional secara efektif dan secara efisien”.7 
 
Manullang menyatakan bahwa “Manajemen adalah seni dan ilmu 
perencanaan, pegorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan 
sumberdaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”.8 
Mappaenre (2009: 14) mendefinisikan “Manajemen adalah suatu seni dan 
ilmu tentang cara mengatur, memimpin, dan mengendalikan semua sumber 
(resources) dalam rangka mencapai hasil atau tujuan tertentu”.9 
                                                 
6 Jones and George dalam Suprihanto, John. 2014. Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, hal. 3 
7Ulber Silalahi. 2002. Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen (cetakan ke-2). Bandung: 
Mandar maju, hal. 4 
8M. Manullang. 2009. Dasar-Dasar Manajemen (Cetakan Ke-21). Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, hal. 5 
9Ahmad Mappaenre. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Makassar: Badan 





Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 
adalah suatu proses meliputi perencanan, pengorganisasian, pemimpinan dan 
pengendalian yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 
2. Fungsi Manajemen 
Manajemen diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif 
dan efisien. Untuk itu, manajemen perlu melakukan fungsi-fungsinya dengan 
baik. Sule dan Kurniawan menjelaskan, “Fungsi-fungsi manajemen adalah 
serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya 
masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam 
pelaksanaannya”.10 
Jones and George mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen sebagai 
berikut yang kemudian digunakan sebagai teori dalam penelitian ini. 
a) Perencanaan (Planning) adalah memilih tujuan organisasi yang tepat 
dan arah kegiatan yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut. 
Seorang manajer dalam melakukan tugas perencanaan harus 
mengidentifikasi dan memilih tujuan atau sasaran dan arah tindakan 
organisasi yang tepat.  
b) Pengorganisasian (Organizing) adalah kegiatan menyusun struktur 
hubungan kerja sehingga anggota organisasi dapat berinteraksi dan 
bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 
c) Memimpin (Leading) adalah memotivasi, mengoordinasikan, dan 
mendorong individu dan kelompok untuk bekerja bersama dalam 
mencapai tujuan organisasi.  
d) Mengendalikan (Controlling) adalah menyusun pengukuran yang 
akurat dan sistem pengawasan untuk mengevaluasi seberapa baik 
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3. Efisiensi dan Efektifitas Manajemen 
Efisiensi dan efektivitas adalah ukuran kinerja organisasi dalam 
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran kinerja organisasi 
sebaiknya menggunakan perpaduan  antara efisiensi dan efektivitas. 
Efisiensi merupakan bagian yang terpenting dalam manajemen. Efisiensi 
mengacu pada hubungan antara keluaran dan masukan (output/input). Menurut 
Drucker, “Efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar (doing things 
right), sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right 
things)”.12 Dalam bahasa yang lebih sederhana efisiensi menunjukkan 
kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak 
ada pemborosan sehingga menjadi berdaya guna. Setiap organisasi akan berusaha 
mencapai tingkat output dan input seoptimal mungkin. Sehingga semakin efisien 
suatu pekerjaan  berarti semakin hemat penggunaan sumber dayanya.  
Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai sasaran sehingga 
menjadi berhasil guna. Efektivitas mengukur seberapa tepat atau pantas tujuan 
organisasi yang ditetapkan oleh manajer dan ingin dicapai oleh organisasi serta 
sampai seberapa jauh organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya.  
Amirullah dan Haris mengemukakan bahwa: 
“Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai 
sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil 
akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran 
maupun standar yang berlaku menverminkan suatu perusahaan tersebut 
telah memperlihatkan efektivitas operasionalnya”.13 
 
                                                 
12Drucker dalam Amirullah & Haris Budiyono. 2004. Pengantar Manajemen (Edisi Kedua, 
Cetakan Kedua). Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 8 





Antara efektivitas dan efisiensi itu saling terkait. Organisasi tidak hanya 
dituntut mengejar tujuan semata, akan tetapi bagaimana tujuan itu bisa dicapai 
dengan cara efektif dan efisien. Organisasi dapat dikatakan mencapai 
kesuksesannya apabila organisasi mampu menciptakan secara bersama-sama 
tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. 
4. Retribusi Daerah 
Nasrun mengemukakan bahwa: 
“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian 
atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk 
kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik 
langsung maupun tidak langsung”.14 
 
Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 26,  
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan.15 
 
UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
mengelompokkan retribusi daerah menjadi 3 (tiga) bagian dan lebih lanjut 
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah sebagai berikut. 
1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. Kriteria retribusi jasa umum antara lain: 
a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi PerizinanTertentu; 
                                                 
14Nasrun dalam Josef Riwu Kaho. 2010. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. 
Jakarta: Rajawali Pers, hal. 171 





b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 
c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau 
badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk 
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 
d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;  
e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 
penyelenggaraannya; 
f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; 
dan 
g) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 
dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria 
retribusi jasa usaha antara lain: 
a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 
b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai 
atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum 
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.  
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain: 
a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 
diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 
b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 
kepentingan umum; dan 
c) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin 
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 
Retribusi perizinan. 
 
Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutannya berdasarkan 
UUNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 





diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tantang Pajak Daerah 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 
Retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk 
pelaksanaanya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan 
dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
5. Retribusi Pasar 
Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik 
masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada 
di kalangan kelas atas. Pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli 
untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan yang menimbulkan 
keuntungan bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli menggunakan 
alat pembayaran yang sah. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang 
diperjual belikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan 
tidak ada paksaan dari pihak manapun. 
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis 
retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, 
yang dimaksud pelayanan pasar adalah “Fasilitas pasar tradisional/sederhana 





untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.”16 Fasilitas-fasilitas lain yang 
dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan 
umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam 
kebakaran. Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi 
atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.  
Pemungutan tarif objek retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Palakka 
dipungut berdasarkan Perda Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 Tentang  
Retribusi Jasa Usaha dan Perda  Kabupaten Bone Nomor 2 tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum. 
Untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan retribusi pasar 
dalam memenuhi anggaran daerah di Kabupaten Bone, maka UPTD Pasar Sentral 
Palakka sebagai unit yang mengelola dan memungut retribusi pasar sentral 
Palakka serta Dinas Pendapatan Daerah yang mengawasi dan mengelola 
pendapatan asli daerah.  
6. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan asli yang berasal dari 
potensi daerah dan merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan 
otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada pemerintah 
daerah. Pendapatan asli daerah dapat dipergunakan oleh daerah dalam 
rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan 
kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari 
                                                 





pemerintah tingkat atas (subsidi) sehingga pendapatan asli daerah dianggap 
sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya 
keperluan rutin. 
Menurut Syarifin dan Dedah,“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
(Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.17 
Mardiasmo mengemukakan bahwa: 
“Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 
asli daerah yang sah”.18 
 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Pendapatan Asli Daerah, 
selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.19 
Disebutkan pula bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah 
sendiri terdiri dari: 
a) pajak daerah, 
b) retribusi daerah, 
c) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
                                                 
17Syarifin & Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 
hal. 107 
18Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah. Yogyakarta: Andi, hal. 132 
19Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 





d) lain-lain PAD yang sah. 
Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari daerah dan dikelola oleh 
daerah sendiri dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah 
untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah 
dan pembangunan daerah. 
B. Kerangka Konseptual 
Dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah 
dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. 
Pendapatan dan penerimaan retribusi daerah harus dioptimalkan karena Retribusi 
Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
Penelitian ini mengkaji tentang manajemen retribusi pasar karena 
pengelolaan pasar sentral Palakka belum dilakukan secara optimal yang 
menyebabkan realisasi penerimaan retribusi pasar tidak pernah mencapai target 
yang ditetapkan. Hal ini berarti bahwa manajemen retribusi pasar yang telah 
dilaksanakan tidak efisien dan efektif. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah agar menjadi efisien dan efektif menggunakan teori fungsi-fungsi 
manajemen Jones and George, yaitu: “1) Perencanaan (Planning); 2) 





(Controlling)”.20 Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bagan berikut 
ini. 




















                                                 
20Jones and George dalam John  Suprihanto. Loc.cit 
Perencanaan 
(Planning) 
 Rencana pendapatan 
Pengorganisasian 
(Organizing) 
 Pembagian kerja 
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A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penilitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang 
orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang 
dapat diterima oleh akal sehat manusia. 
Pendekatan kualitatif dipilih dalam penilitian ini karena sangat sesuai 
untuk digunakan dalam meneliti mengenai manajemen retribusi pasar sentral 
Palakka dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bone, dimana 
penilitian ini didasarkan pada informasi yang didapatkan melalui pengamatan 
yang dilakukan secara langsung dan wawancara dengan beberapa informan yang 
terpilih. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, 
yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan yang dapat diamati dari suatu objek. Penelitian deskriptif kuaitatif bertujuan 
untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena variabel dan keadaan yang diperoleh 
saat penelitian dan disajikan secara objektif. Dimana penelitian ini bermaksud 





permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana 
adanya. 
Sugiyono, mengemukakan bahwa : 
“Metode kualitatif digunakan bila masalah penelitian belum jelas, masih 
reman-remang atau mungkin malah masih gelap. Kondisi semacam ini 
cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan 
langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan grant tour 
question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas”.21 
 
Tipe deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena sangat sesuai dengan 
penelitian mengenai manajemen retribusi pasar sentral Palakka dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bone, dimana penelitian ini 
didasarkan pada situasi ada di lokasi penelitian kemudian menganalisa dan 
membandingkan kenyataan dengan teori, selanjutnya menarik kesimpulan. 
Melalui penelitian model ini, penelitian dilakukan dengan langsung terjun 
ke lapangan untuk meneliti objek kajian secara langsung dan mendapatkan 
informasi tentang manajemen retribusi pasar sentral Palakka dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah Kabupaten Bone. 
B. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu 
Manajemen Retribusi Pasar Sentral Palakka Dalam Meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Bone dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bone yang beralamat di Jalan W.R. Monginsidi No. 05 Kabupaten 
Bone dan Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone. 
 
                                                 





C. Deskripsi Fokus Penelitian 
1) Perencanaan (Planning) yaitu penyusunan cara dan tujuan yang ingin 
dicapai, dimana Dinas Pendapatan Daerah melakukan rencana pendapatan 
retribusi Pasar Sentral Palakka. 
2) Pengorganisasian (Organizing) yaitu penyusunan struktur dan pembagian 
kerja, dimana Dinas Pendapatan Daerah membagi tugas kerja kolektor dan 
staf dalam memungut retribusi. 
3) Memimpin (Leading) yaitu keterampilan pemimpin dalam meningkatkan 
semangat kerja pegawainya, dalam hal bagaimana Dinas Pendapatan 
Daerah memberikan intensif kepada kolektor dan staf yang dapat 
mendorong motivasi kerja. 
4) Mengendalikan (Controlling) yaitu membandingkan rencana dengan 
pelaksanaan, dimana Dinas Pendapatan Daerah membandingkan rencana 
dan realisasi pendapatan pasar sentral Palakka.. 
D. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian 
Tahap-tahap kegiatan penelitian dilakukan dengan dua tahapan yaitu: 
1. Tahap persiapan penelitian, dimana penulis melakukan observasi di Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dan Pasar Sentral Palakka. 
Selanjutnya penulis mempersiapkan dan membuat pedoman wawancara 
terstruktur. Menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang telah 
disusun, maka setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti 





disusun berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan 
berkembang di saat melakukan wawancara. 
2. Tahap pelaksanaan penelitian, dimana pada tahap ini penelitian dimulai 
dengan pengajuan surat izin penelitian di Dinas Pendapatan Daerah yang  
disetujui oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah sehingga dapat  
melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar sentral 
Palakka. Langkah selanjutnya yaitu mengambil data dan melakukan 
wawancara. Data-data yang telah terkumpul dan hasil observasi di 
lapangan kemudian diolah dan dikaji sebaik-baiknya. 
E. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat ataupun 
tindakan-tindakan dari informan yang merupakan data primer dan tulisan-tulisan 
atau gambar/dokumentasi yang mendukung pernyataan informan. Dalam 
penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data 
ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan 
penelitian. 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari 
narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi 
yang relevan dan sebenarnya dilapangan. 
Sugiyono (2014: 293) mengemukakan bahwa informan sebaiknya yang 





a) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 
enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi 
dihayatinya. 
b) Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada 
kegiatan yang tengah diteliti. 
c) Mereka yang mempunyai waktu untuk dimintai informasi. 
d) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 
“kemasannya” sendiri. 
e) Mereka yang pada mulanya tergolong sebagai orang yang “cukup 
asing” akan peneliti sehingga lebih lanjut menggairahkan untuk 
dijadikan sebagai guru atau narasumber.22 
 
Berdasarkan pendapat dari kriteria tersebut, maka yang menjadi informan 
dalam penelitian ini adalah : 
1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 
2) Kepala Bidang Pasar 
3) Koordinator UPTD Pasar Sentral Palakka 
4) Kolektor (diesuaikan) 
5) Staf (disesuaikan) 
6) Wajib retribusi (disesuaikan) 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil olahan instansi atau 
sesuatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga 
untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh 










F. Instrument Penelitian 
Instrumen merupakan hal  yang penting dalam melakukan penelitian 
kualitatif.  
Sugiyono mengemukakan bahwa: 
Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 
namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 
kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 
diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 
telah ditemukan melalui observasi dan wawancara23 
 
Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data 
menggunakan pedoman wawancara dan menjadi pengamat penuh  dengan status 
yang diketahui oleh objek dan informan di lokasi sebagai peneliti. 
 
G. Prosedur Pengumpulan Data 
Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Interview/Wawancaa 
Penggunaan metode ini dengan pertimbangan untuk memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian, bahwa yang diperoleh melalui wawancara dari 
sejumlah informan yang akan bermanfaat guna mewujudkan validitas data secara 
keseluruhan dari responden dengan informasi yang diberikan. Dalam hal ini akan 
dilakukan tanyajawab kepada informan yang mengetahui seluk-beluk focus dan 
lokasi penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan tatap muka 
dengan para informan. 







Metode ini digunakan mengingat bahwa dalam penelitian survai sangat 
perlu untuk melaksanakan observasi guna memperoleh data yang digunakan 
dalam penelitian serta gambaran dari gejala yang timbul atau kondisi yang 
sesungguhnya dilapangan. Gejala ini nantinya akan diformulasikan untuk 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa data. 
Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek 
dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dilakukan pada lokasi 
penelitian dengan mengidentifikasi manajemen pasar sentral Palakka dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bone berupa pengamatan 
terhadap proses manajemen yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bone. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 
mengumpulkan data sekunder. Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat hasil 
penelitian sebagai bukti nyata telah dilakukan suatu penelitian. Dalam penelitian 
ini dokumentasi berupa dokumen-dokumen, foto dan rekaman yang diambil 
dalam pelaksanaan penelitian. 
H. Pengecekan Keabsahan Data 
  Pengujian keabsahan data dilakukan untuk menguji kredibilitas data atau 






1. Triangulasi  
Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh 
dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. Triangulasi 
dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain tetapi dengan teknik sama. 
Data yang diperoleh melalui wawancara melalui informan yang ada 
selanjutnya dilihat kesesuaian informasi yang diberikan. Informasi yang dianggap 
sama dan relevan dari para informan akan dipilih dan selanjutnya menjadi bahan 
pertimbangan untuk kemudian ditarik kesimpulannya. 
2. Member Check 
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 
kepada sumber datanya, tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang 
ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data. Apabila data yang 
ditemukan disepakati oleh sumber data maka data tersebut valid. Member check 
dilakukan setelah pengumpulan data selesai atau setelah memperoleh kesimpulan. 
I. Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis  Model Miles and Huberman yang menawarkan “suatu bentuk teknik 
analisis yang disebut interactive model, dimana aktivitas dalam analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.24 Model interaktif dalam analisis data 
ditunjukkan pada gambar berikut. 
 
                                                 














1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 
mencarinya bila diperlukan. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 
antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini 
dilakukan dalam bentuk naratif sehingga  memudahkan untuk memahami apa 














3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying 
Concluctions) 
Langkah selanjutnya dalam analisis data penelitian ini adalah menarik 
kesimpulan berdasarkan temuan dan pengujian terhadap kesimpulan tersebut. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 
jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data 
berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 
oleh bukti yang kuat dalam arti konsistensi dengan kondisi yang ditemukan saat 
peneliti kembali kelapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten  Bone 
a. Keadaan Geografi 
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Propinsi 
Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar. Mempunyai 
garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis 
terletak dalam posisi 4013’-5006’ Lintang Selatan dan antara 119042’-120040’ 
Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng  
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa  
 Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone  
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.  
b. Pemerintahan 
Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang 
diperinci menjadi 328 (tiga ratus dua puluh delapan) desa dan 44 (empat puluh 
empat)  kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 1.098 (seribu sembilanpuluh 
delapan) dan lingkungan sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu). 
c. Penduduk dan Ketenagakerjaan  
Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan 





dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat 
Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka 
memecahkan masalah kependudukan seperti Program Keluarga Berencana yang 
terbukti dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten 
Bone Tahun 2013 sebanyak 734.119 jiwa, kemudian naik menjadi 738.515 pada 
tahun 2014 yang terdiri dari laki-laki 352.081 jiwa dan perempuan 386.434 jiwa 
dengan rasio jenis kelamin 91,11. Ini berarti bahwa dalam 100 penduduk 
perempuan terdapat 91 hingga 92 penduduk laki-laki.  
Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone, pada dasarnya usia kerja (15 tahun 
ke atas) dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni penduduk yang termasuk dalam 
kelompok angkatan kerja dan penduduk kelompok bukan angkatan kerja. Tenaga 
kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi 
ketenagakerjaan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya 
proses demografi. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi 
disebut angkatan kerja. Penduduk Kelompok Angkatan Kerja adalah penduduk 
berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, 
baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab 
seperti yang sedang menunggu panenan dan pegawai yang cuti. Disamping itu 
mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari 
pekerjaan/mengharap dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan 
kerja.  
Penduduk Kelompok Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk berumur 15 





tangga dan sebagainya serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat 
dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari 
pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu 
ukuran yang sering digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi penduduk. 
TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah 
seluruh penduduk usia kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 
2014 menunjukkan TPAK penduduk Kabupaten Bone adalah 63,94 persen. Dari 
jumlah tersebut 58,90 persen adalah laki-laki dan 41,10 persen adalah perempuan. 
Sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Bone telah bekerja (95,04 persen). 
Penduduk yang bekerja tersebut 41,80 persen bekerja di sektor pertanian. Sektor 
lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, rumah 
makan dan hotel sebanyak 19,10 persen dan yang paling sedikit menyerap tenaga 
kerja adalah sektor industri pengolahan hanya 5,73 persen. Sementara itu, 
angkatan kerja yang sedang mencari kerja dinamakan sebagai pengangguran 
terbuka.  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio antara pencari 
pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2014, tingkat pengangguran 
terbuka mencapai 4,96 persen. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan 
Kabupaten Bone, pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2014 berjumlah 2.049 
jiwa. Bagian dari penduduk yang bukan angkatan kerja sebanyak 36,70 persen 
terdiri dari 23,21 persen laki-laki dan 76,79 persen perempuan. 57,96 persen dari 
bukan angkatan kerja sehari-harinya mengurus rumah tangga, 13,66 persen 





d. Perekonomian  
1) Pertanian Tanaman Pangan 
Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produktifitas dan kualitas 
tanaman pangan. Pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan diarahkan 
untuk meningkatkan produksi padi, palawija dan hortikultura. Peningkatan 
produksi padi dilakukan melalui program dalam bentuk insus dan inmum serta 
ditunjang dengan pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai. Secara 
umum perekonomian daerah Kabupaten Bone didominasi sektor pertanian, 
khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan, selanjutnya sub sektor 
perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Luas panen tanaman 
padi di Kabupaten Bone akhir tahun 2014 sebesar 155.931 hektar sedangkan 
produksinya tercatat 885.654 ton gabah kering giling atau rata-rata produksi 5,68 
ton/hektar. Luas panen tanaman jagung 38.730 Ha dan produksi mencapai 
209.963 ton atau rata-rata 5,42 ton/ha, ubi kayu 735 Ha dan produksi mencapai 
7.069 ton, ubi jalar 663 Ha dan produksi mencapai 5.439 ton, kacang tanah 11.806 
Ha dan produksi 20.254, kedelai 17.590 Ha dan produksi 32.616 ton dan kacang 
hijau 4.051 Ha dengan produksi 5.580 ton. 
2) Perkebunan  
Usaha pokok yang ditempuh dalam pembangunan tanaman perkebunan 
adalah intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi. Tanaman Perkebunan di 
Kabupaten Bone termasuk banyak namun yang termasuk dalam komoditi andalan 





Kabupaten Bone) antara lain coklat 16.412 ton, kelapa 13.648 ton, tebu 50.248 
ton, kemiri 2.916 ton, dan cengkeh 2.197 ton. 
3) Kehutanan  
Hutan sebagai sumber daya alam adalah merupakan modal kekayaan 
bangsa yang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan 
mahluk hidup lainnya karena hutan juga berfungsi sebagai daerah penyangga 
terutama sangat berperan dalam menjaga kelestarian sumber air dan udara. 
Dengan demikian hutan perlu dilindungi, dikelola atau dimanfaatkan dengan baik 
untuk kemakmuran rakyat sekaligus dijaga kelestariannya, tentunya dengan 
melakukan usaha seperti reboisasi dan penghijauan bagi hutan/tanah yang nampak 
mulai gundul. Pada tahun 2014, lahan hutan yang perlu direhabilitasi baik di 
dalam maupun luar kawasan hutan tercatat seluas 22.210 Ha. Kegiatan rehabilitasi 
lahan yang telah dilakukan sementara ini ditunjukkan pada lahan yang telah 
direhabilitasi yang luasnya mencapai 1.949,5 Ha. 
4) Peternakan  
Sumber protein yang utama bagi manusia merupakan protein hewani yang 
diperoleh dari hasil peternakan. Keberhasilan sub sektor peternakan dapat dilihat 
melalui indikator naik turunnya populasi ternak dan unggas.Populasi ternak besar 
(sapi, kerbau, kuda, dan kambing) di Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 
2013-2014 mengalami peningkatan 5,62 persen, dari 344.056 ekor pada tahun 
2013 naik menjadi 363.381 ekor pada tahun 2014.Sedangkan ternak unggas (ayam 





sebesar 2.737.453 ekor, juga mengalami kenaikan menjadi 2.785.412 ekor pada 
tahun 2014 atau sebesar1,75 persen. 
5) Perikanan 
Kabupaten Bone terletak di pinggir pantai yang berpotensi terhadap sub 
sektor perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut. Pada sub sektor perikanan 
laut jumlah perahu tanpa motor dan perahu pakai motor penangkap ikan pada 
tahun 2014 masing-masing tercatat 481 buah dan 2.820 buah. Untuk sub sektor 
perikanan darat menurut jenis pemeliharaan meliputi tambak, kolam, perairan 
umum masing-masing luasnya tercatat sebesar 15.244 hektar, 2.085 hektar, dan 
2.198 hektar. 
6) Perdagangan 
Perdagangan adalah kegiatan sebagian penduduk dan merupakan salah 
satu sektor yang penting dalam ekonomi. Kegiatan perdagangan dalam hal ini 
tidak hanya menangani suatu komoditas tertentu dari produsen kepada konsumen 
tetapi  termasuk pula jasa angkutan. Pemerintah senantiasa memberi kemudahan-
kemudahan dan pelayanan di dalam proses perizinan usaha sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Jumlah perusahaan yang memperoleh surat izin usaha 
perdagangan menurut golongan usaha di Kabupaten Bone sebanyak 794 usaha 
pada tahun 2014 yang terdiri dari, usaha perdagangan kecil tercatat 770 usaha, 
usaha perdagangan menengah tercatat 22 usaha serta usaha perdagangan besar 








Perkembangan sarana dan prasarana perhubungan, baik langsung maupun 
tidak langsung, akan berpengaruh pada perkembangan kehidupan sosial ekonomi 
suatu wilayah, demikian juga sebaliknya. Oleh karenanya perhubungan menjadi 
penting karena akan memperlancar arus penumpang, barang dan jasa. Di 
Kabupaten Bone kebijaksanaan pembangunan transportasi diarahkan untuk 
berperan sebagai urat nadi kehidupan perekonomian daerah dan sekaligus 
menunjang mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pengembangan 
wilayah dan hubungan antara daerah sekaligus membuka daerah yang masih 
terisolasi. Panjang jalan nasional dan propinsi di Kabupaten Bone pada tahun 
2014 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yakni masing-masing 
206,970 km dan 192,700, sedangkan jalan kabupaten mengalami peningkatan 
panjang dari 2.468,17 km menjadi 2475,15 km. Angkutan laut merupakan salah 
satu sarana vital bagi perekonomian Kabupaten Bone. Di Kabupaten Bone 
terdapat 8 pelabuhan. Salah satu diantaranya adalah Pelabuhan Penyeberangan 
Bajoe merupakan pelabuhan nasional. Dua pelabuhan regional, dan 5 pelabuhan 
lokal. 
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 
Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) merupakan dinas teknis yang 
keberadaannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 






Adapun Visi Dinas Pendapatan Daerah yaitu “Terwujudnya instansi yang 
profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, efisien, efektif.” 
Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah merngemban misi 
sebagai berikut. 
a) Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah baik yang dikelola langsung 
maupun yang tidak langsung. 
b) Mengefisiensikan penggunaan sarana dan prasarana pendukung operasional 
dan menyempurnakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah. 
c) Meningkatkan tenaga teknis tenaga pengelola pendapatan daerah, sebagai 
ujung tombak pengelolaan pemungutan pendapatan daerah. 
d) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan 
pendapatan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. 
e) Meningkatkan pemahaman, kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak 
dan retribusi daerah. 
f) Mengoptimalkan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan. 
a. Struktur Organisasi 
Adapun struktur organisasi  pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bone 
terdiri dari: 
1) Kepala Dinas 
2) Sekretariat teterdiri dari : 
a) Sub. Bagian Umum dan Perencanaan; 





c) Sub. Bagian Kepegawaian; 
3) Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari : 
a) Seksi Pendaftaran; 
b) Seksi Pendataan dan Penilaian; 
c) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi; 
4) Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari : 
a) Seksi Pembukuan dan Penerimaan;  
b) Seksi Pembukuan dan Persediaan Benda Berharga; 
c) Seksi Pelaporan; 
5) Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari : 
a) Seksi Penetapan dan Pelayanan Administrasi BPHTB dan PBB-P2; 
b) Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan; 
c) Seksi Penagihan danPenyuluhan 
6) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 
a) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan 
b) Seksi Penggalian dan Peningkatan 
7) Bidang Pasar terdiri dari : 
a) Seksi Pengembangan Pasar; 
b) Seksi Pendapatan; 







b. Kepegawaian  
Keadaan pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 
tahun 2015 yaitu sebanyak 77 orang pegawai. Seluruh pegawai memiliki status 
sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sedangkan untuk pegawai pada UPTD 
dibawahi oleh UPTD sendiri. 
Tabel 2. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Pendapatan 
Daerah 
No Pendidikan Akhir Jumlah 
1 SLTP SLTA D3 S1 S2  
2 3 28 2 43 1 77 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, 2016 











Presentase Pegawai Menurut Tingkat Golongan pada Dinas 









3. Pasar Sentral Palakka 
Pasar sentral Palakka adalah pasar sentral di kabupaten Bone yang 
dahulunya berada di pusat Kota Watampone, namun mengalami perpindahan ke 
daerah Palakka karena terjadinya kebakaran serta penertiban wilayah kota. Pasar 
ini memiliki luas sebesar 12 ha. Keadaan pasar yang cukup luas membuat pasar 
ini sangat jelas jika sepi pembeli. Pasar ini merupakan pusat perdagangan di 
Kabupaten Bone. Pasar ini memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan 
distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat dan mengizinkan semua 
item yang diperdagangkan dengan harga yang telah dibatasi oleh Dinas 
Pendapatan daerah Kabupaten Bone. 
Untuk melakukan aktifitas jual beli, pasar ini dilengkapi sarana pasar 
seperti ruko, toko, kios, lods, pelataran serta tempat parkir khusus yang menjadi 
sumber pendapatan retribusi pasar ini. Bangunan seperti ruko dan toko dijadikan 
sebagai toko sekaligus tempat tinggal bagi sebagian pedagang di pasar ini. 
Tabel 3. Fasilitas Pasar Sentral Palakka. 
No Jenis fasilitas Jumlah Fasilitas Tarif 
1 Ruko  54 Rp.96.000/bulan 
2 Toko  102 Rp.48.000/bulan 
3 Kios 3x4 m 240 Rp.42.000/bulan 
4 Kios 3x3 m 411 Rp.31.500/bulan 





6 Lods 2x1,5 m 890 Rp.9.000/bulan 
7 Pelataran  - Rp.2.000/hari pasar 
8 Tempat parkir 
khusus 
- Rp.1.000/kendaraan 
Sumber: Kantor UPTD Pasar Sentral Palakka, 2016 
 Adapun langkah-langkah dalam pemungutan retribusi pada Pasar Sentral 
Palakka adalah sebagai berikut. 
a. Bendahara mengambil karcis ke bendahara barang-barang berharga di kantor 
Bendahara. 
b. Mengambil leges/karcis yang dibutuhkan 
c. Mencatat kembali nomor registrasi leges dan karcis oleh bendahara pasar 
sentral Palakka. 
d. Menyalurkan leges kepada staf dan karcis kepada kolektor kemudian mereka 
membukukan pengambilan leges/karcis sesuai dengan yang diterima dari 
bendahara pasar. 
e. Kolektor/staf melakukan penagihan kepada pedagang menggunakan karcis 
oleh kolektor dan leges oleh staf. 
f. Kolektor/staf membuatkan laporan atau pembukuan berapa jumlah 
leges/karcis yang laku serta mencatat nomor registrasinya. 
g. Kolektor/staf menyetor ke bendahara sesuai dengan jumlah leges/karcis yang 





h. Bendahara pasar sentral Palakka mencatat dan membuat laporan DPD58 atas 
jumlah leges/karcis yang laku kemudian, disetor ke bendahara penerima di 
kantor Dipenda.  
B. Penyajian Data Hasil Penelitian 
Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung 
antara penulis dengan beberapa informan dan data-data lain yang dapat 
mendukung penelitian ini.  
1. Perencanaan 
Perencanaan adalah pemilihan tujuan organisasi yang tepat dan arah 
kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut dengan cara mengidentifikasi dan 
memilih tujuan atau sasaran dan arah tindakan organisasi yang tepat. Perencanaan 
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam 
meningkatkan retribusi pasar sentral Palakka dilakukan melalui observasi 
langsung dan wawancara dalam pembahasan berikut. 
Berdasarkan wawancara A.Nur Ani, SE yaitu  
 
 “Perencanaan meliputi rencana pendapatan yang berdasarkan peraturan 
yang digunakan dalam memungut retribusi pasar sentral Palakka untuk 
mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral 
Palaka oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.” (wawancara pada 
hari Rabu, 8 Juni 2016).25 
 
Dan diperjelas oleh A.Pakharuddin yaitu: 
“Dalam perencanaan itu, ada yang dinamakan rencana pendapatan yang 
berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam 
rencana pendapatan ditentukan target dan perumusan strategi untuk pasar 
sentral Palakka.”26 (wawancara pada hari Rabu, 8 Juni 2016) 
                                                 
25 Wawancara dengan A. Nur Ani, SE. Tanggal 8 Juni 2016 






Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan untuk pasar sentral Palakka 
adalah penetuan target dan perumusan strategis yang dilakukan oleh dinas 
pendapatan daerah setiap tahunnya untuk pasar sentral Palakka. Penentuan target 
adalah perencanaan tujuan yang akan dicapai setiap akhir tahun sedangkan, 
perumusan strategis adalah perencanaan langkah-langkah  ke depan, perancangan 
strategi, dan tujuan organisasi yang dimaksudkan untuk membangun visi misi 
organisasi. 
A.Nur Ani, SE menyatakan bahwa: 
“Penentuan target setiap tahun dihitung berdasarkan berapa banyak potensi 
pasar. Adapun tahapnya sebagai berikut.  
1) Dimulai dari pembuatan target penerimaan retribusi pasar yang 
tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada bidang 
Pendapatan.  
2) Setelah RKA dibuat, kemudian diajukan di DPKAD bagian keuangan 
sebagai bahan untuk membuat kebijakan umum anggaran untuk 
kabupaten Bone.  
3) Langkah selanjutnya, dihitunglah belanja dari pendapatan.  
4) RKA dibahas di DPR dan ditetapkan dalam APBD.  
5) Setelah ditetapkan oleh DPR, Dinas Pendapatan daerah membuat  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  untuk penerimaan retribusi 
tahun berikutnya. 
Sedangkan perumusan strategis dituangkan dalam renstra setiap 5 tahun 
dalam formulasi tarif retribusi sudah layak dinaikkan”.27 (wawancara pada 
hari Rabu, 8 Juni 2016) 
Kemudian ditambahkan,  “Namun keadaan pasar yang jauh dari pusat kota 
dan masih terbukanya eks pasar sentral  menyebabkan pasar kurang ramai 
sehingga pasar sentral palakka tidak mencapai targetnya.”(wawancara pada hari 
Rabu, 8 Juni 2016).28 
                                                 






Hal tersebut diperkuat oleh pendapat A.Pakharuddin yaitu 
“Penentuan target dilakukan oleh bidang Pendapatan untuk membahas 
semua pendapatan daerah. Terkhusus pendapatan pasar sentral Palakka, 
dibahas pendapatannya pada tahun sebelumnya serta dilakukan uji petik 
dulu dan dihitung berapa besar potensi pasar. Setelah itu, dibuatkan 
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan diajukan di DPKAD untuk membuat 
kebijakan anggaran, kemudian di bahas di DPR dan ditetapkan dalam 
APBD. Langkah terakhir dibuatkan  Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) . Sedangkan untuk perumusan strategis dituangkan dalam renstra 
setiap 5 tahun apabila  formulasi tarif retribusi sudah layak dinaikkan”.29 
(wawancara pada hari Rabu, 8 Juni 2016) 
 
  Kemudian ditambahkan alasan pencapaian target tidak terpenuhi 
sebagaimana dijelaskan yakni “Tidak tercapainya target yang ditetapkan 
diakibatkan oleh keberatan penjual pasar sentral Palakka karena tidak normalnya 
pasar disana sementara eks pasar sentral watampone masih terbuka”.30 
(wawancara pada hari Rabu, 8 Juni 2016). Berikut diijelaskan oleh Tini, “Saya 
pernah tidak membayar retribusi lods karena terkadang pembeli sangat kurang dan 
kami juga pernah dijanji oleh pemerintah untuk mengoptimalkan kendaraan 
umum ke sini”.31 (wawancara pada hari Minggu, 5 Juni 2016). 
Dan dengan jelas Hj.Eni menyatakan bahwa: 
“Kebetulan kalau memang penagihnya sudah datang jam 9 pagi, terkadang 
Saya tidak membayar apalagi di pasar ini kalau bukan musiman sangat 
kurang pembeli. Yang memaksa Saya tidak membayar adalah keadaan. 
Keadaan pasar yang jauh dari pusat kota dan kendaraan umum yang kesini 
juga tidak lancar adalah penyebab kurangnya pembeli. Sedangkan janji 
pemerintah untuk mengaktifkan kendaraan umum belum terpenuhi. Dan 
pemerintah tidak menonaktifkan eks pasar sentral lama.” (wawancara pada 
hari Minggu, 5 Juni 2016).32 
 
                                                 
29  A. Pakharuddin. Loc.cit 
30  ibid 
31  Wawancara dengan Tini. Tanggal 5 Juni 2016 





Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
dalam hal penentuan target dan perumusan strategi yang telah disusun sudah 
optimal. Hal ini dapat dilihat dari telah ditentukan dan dilaksanakannya tahap-
tahap penentuan terget yang dilakukan setiap tahun mulai dari pembahasan 
pendapatan  pasar pada tahun sebelumnya dan dilakukan uji petik  serta 
penghitungan potensi pasar dengan pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 
dimana tertuang target penerimaan retribusi pasar sentral Palakka yang diajukan 
di DPKAD dan dibahas di DPR,  setelah itu dibuatlah Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran. Namun, realisasi yang tidak pernah mencapai target disebabkan oleh 
para pedagang yang tidak membayar retribusi secara rutin dengan alasan janji 
pemerintah untuk mengaktifkan kendaraan umum ke pasar sentral Palakka belum 
terpenuhi. 
2. Pengorganisasian 
Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai susunan struktur pegawai 
dan pembagian kerja. Pengorganisasian meliputi pengalokasikan sumber daya dan 
penetapan tugas pegawai untuk mengatur dan membagi kerja pegawai Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yaitu dengan membagi wilayah kerja 
kolektor dan staf dalam pemungutan retribusi Pasar Sentral Palakka Kabupaten 
Bone. 
Dalam pengalokasian sumber daya dan pembagian tugas kolektor, UPTD 
pasar sentral Palakka membagi wilayah kerja kolektor dan stafnya untuk 
memudahkan kolektor dalam menagih. Berdasarkan penjelasan Jasman 





kolektor yang bertugas menagih di bagian pelataran dan semua staf yang 
berjumlah 6 orang untuk penagih di bagian ruko, toko, kios dan lods.”.33 
(wawancara pada hari Selasa, 14 Juni 2016). Selanjutnya, Kartini mejelaskan 
“Menurut Saya,kolektor dan staf sudah cukup, dimana kolektor untuk pelataran 
itu ada 4 dan untuk ruko, toko, kios dan lods ada 6”.34 (wawancara pada hari 
Senin, 13 Juni 2016). 
Berdasarkan wawancara di atas, jumlah kolektor dan staf sudah memadai. 
Dimana, untuk pelataran terdiri dari 4 kolektor dan 6 orang untuk penagih 
ruko,toko,kios dan lods. Untuk memudahkan kolektor dan saf dalam menagih, 
dilakukan pembagian kerja. 
Jasman Saputra menjelaskan bahwa: 
“Kolektor bagian pelataran ditempatkan berbeda-beda tempat. Ada di 
penjual ikan; sayuran, rempah-rempah dan warung; buah-buahan; serta 
lapak-lapak pinggir jalan. Sedangkan untuk penagih ruko, kios, lods dan 
toko ditagih oleh staf,  ada yang menagih, mencatat, pegang uang, bagian 
leges dan satpam juga ikut untuk  berjaga-jaga mulai dari tanggal 10 setiap 
bulannya.”.35 (wawancara pada hari Selasa,14 Juni 2016). 
 
Pernyataan serupa dijelaskan oleh  Pak Naja: 
 
“Kolektor untuk pelataran itu ada 4. Saya sendiri menagih di bagian 
penjual pisang menggunakan karcis, namun terkadang ketika menagih ada 
yang tidak mau membayar dengan alasan barangnya hanya sedikit serta 
harganya rendah, dan tidak laku.”.36 (wawancara pada hari Senin, 13 Juni 
2016). 
 
Ditambahkan oleh Kartini yang menjelaskan sebagai berikut, yaitu: 
 
“Kolektor untuk penagih ruko, toko, kios dan lods dinamakan staf. Semua 
staf pergi menagih secara bersamaan, ada yang menagih, mencatat, pegang 
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uang, bagian leges dan satpam juga ikut untuk  berjaga-jaga. Namun 
terkadang jika menagih ada saja alasan wajib retribusi seperti terlalu pagi, 
sepi pembeli, juga tutup”.37 (wawancara pada hari Senin, 13 Juni 2016). 
 
Dan dari hasil observasi, “Semua koletor dan staf pergi memungut 
retribusi sesuai dengan tugasnya yaitu memungut dan mengendalikan retribusi”. 
Dari beberapa pernyataan narasumber beserta hasil observasi, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penagih retribusi untuk pasar sentral Palakka terdiri dari 
kolektor dan staf. Dimana kolektor dan staf memiliki fungsi yang sama. Untuk 
jumlah dan pembagian tugas  kolektor sudah efektif karena pembagian wilayah 
kerja kolektor dan jumlah kolektor sudah cukup. Sedangkan untuk jumlah staf 
yang memungut retribusi yang berjumlah 6 orang dan  dilihat berdasarkan 
tugasnya yang bersamaan ketika memungut retribusi yaitu ada yang menagih, 
mencatat, bagian leges dan pegang uang hanya dibutuhkan 4 orang untuk 
melaksanakannya, sehingga belum efektif karena sumber daya manusia yang 
berlebihan membebani APBD atau wilayah kerja dapat dibagi seperti dengan 
pembagian wilayah kerja kolektor agar mempermudah dan mempercepat proses 
pemungutan retribusi.  
3. Memimpin (Leading)  
Memimpin adalah proses memotivasi, mengoordinasikan, dan mendorong 
individu dan kelompok agar dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh 
kesadaran dan produktifitas yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi. 
Meliputi Dinas Pendapatan Daerah dalam pemberian reward kepada kolektor dan 
staf yang dapat mendorong motivasi kerja. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan 
                                                 





Daerah dalam pemberian insentif kepada pegawai UPTD sentral Palakka untuk 
meningkatkan motivasi kerjanya. 
Jasman Saputra, SH mengemukakan, 
“Pemberian insentif diberikan tiap tiga bulan untuk pegawai. Pencapaian 
target dibagi per tiga bulan. Apabila target tiap tiga bulan tercapai, maka 
lebih tinggi lagi insentif yang diberikan. Jadi, besarnya insentif tergantung 
dari besarnya pendapatan yang diperoleh. Beda lagi dengan gaji yang 
diberikan tiap bulannya”.38 (wawancara pada hari Selasa, 14 Juni 2016). 
 
Kartini menjelaskan,“Selain gaji, Saya menerima insentif tiap 3 bulan 
sekali. Semakin tinggi pencapaian target, semakin tinggi pula insentif yang 
diberikan”.39 (Wawancara pada hari Senin, 13 Juni 2016). 
Berdasarkan hasil wawancara, untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai 
dilakukan dengan pemberian insentif  tiap tiga bulan sekali. Besar insentif yang 
diberikan tergantung pencapaian target pendapatan yang diperoleh. Semakin 
tinggi pencapaian target maka, semakin tinggi pula insentif yang diberikan. 
Namun, dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai, peran pemimpin 
sangat berpengaruh dalam kelancaran proses kerja setiap hari sehingga pemimpin 
yang sukses dinilai dari bagaimana partisipasi kerja bawahannya  
Diperjelas oleh Pak Naja yang menyatakan bahwa,  
“Pemimpin memberi gaji dan insentif selalu lancar. Makanya Saya 
bersemangat untuk mencapai target biar insentif yang Saya dapat juga 
besar karena apabila hanya gaji perbulan sebesar Rp.500.000 yang Saya 
andalkan, sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga 
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Kartini menambahkan,  
 
“Pemberian insentif selalu lancar. Namun, Saya tidak menerima insentif 
pada tiga bulan pertama saat Saya bekerja. Besarnya insentif menurut Saya 
masih kurang, namun menurut Saya itu sudah cukup jika insentif yang 
diberikan selalu lancar”.41 (wawancara pada hari hari Senin, 13 Juni 2016). 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendorong 
motivasi kerja pegawainya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone memberi 
insentif tiap 3 bulan sekali sudah efektif dimana pemberian gaji dan insentif yang 
lancar dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. 
4. Mengendalikan (Controlling)  
Mengendalikan adalah pengawasan untuk evaluasi seberapa baik 
organisasi dalam mencapai tujuannya. Mengendalikan mencakup kelanjutan tugas 
untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Dalam hal 
ini meliputi Dinas Pendapatan Daerah membandingkan rencana dan realisasi 
pendapatannya setiap tahun. Dimana, upaya pemimpin sangat berpengaruh 
terhadap realisasi pendapatan. 
Jasman Saputra, SH menjelaskan bahwa: 
“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja pegawai 
hanya dengan pemberian insentif. Sikap ramah serta pemberian arahan dan 
semangat untuk keluhan kolektor dan staf dalam proses penagihan juga 
merupakan cara Saya memimpin untuk mengoptimalkan kerja kolektor 
dan staf”.42 (Wawancara pada hari Selasa, 14 Juni 2016) 
 
Pernyataan diatas didukung oleh Pak Naja yaitu, “Saya sangat suka 
dengan gaya kepemimpinan Koordinator atau pemimpin Saya di kantor UPTD 
Pasar Sentral Palakka ini karena sikapnya yang tegas dan sangat peduli mmbuat 
                                                 
41 Kartini. Loc.cit 





Saya betah kerja sebagai kolektor pasar ini”.43 (Wawancara pada hari Senin, 13 
juni 2016).  
Dan ditambahkan oleh Kartini yang menyatakan bahwa, “Koordinator atau 
pemimpin sangat ramah sehingga Saya lebih nyaman melaksanakan pekerjaan dan 
tidak bekerja di bawah tekanan”.44 (wawancara pada hari Senin, 13 Juni 2016). 
Berdasarkan pernyataan di atas, kepemimpinan Jasman Saputra, SH sudah 
efektif dalam meningkatkan  semangat kerja kolektor dan staf  yang memungut 
retribusi. Hal ini  dapat dilihat dari kepemimpinan koordinator pasar sentral 
Palakka yang ramah namun tegas dan peduli dapat membuat pegawai betah 
sehingga mempengaruhi semangat pegawai .Namun, hal yang menjadi hambatan 
yaitu pencapaian target yang tidak pernah terpenuhi. 
Jasman Saputra, SH menjelaskan bahwa “Selama Saya menjabat sejak 
tahun 2013, rencana dan realisasi tidak pernah tercapai. Namun dari tahun ke 
tahun saya menjabat sebagai Koordinator UPTD pasar Sentral Watampone, 
realisasi pendapatan selalu meningkat”.45 
Selanjutnya, A.Pakharuddin menjelaskan “Rencana dan realisasi telah 
tertuang dalam tabel realisasi pendapatan daerah, dimana dari tahun ke tahun 
realisasi terkadang menurun dan naik. Rencana target dan realisasi juga tidak  
pernah tercapai. 
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat dengan tabel persentase realisasi 
pendapatan retribusi pasar Sentral Palakka. 
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Tabel 4. Persentase Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Sentral Palakka Tahun 
2012-2014 
 
Sumber :Kantor Pengelola Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone, 2015  
Berdasarkan data di atas, retribusi pasar sentral Palakka tahun 2012-2014 
menunjukkan bahwa realisasi pendapatan retribusi setiap tahun mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2012 dengan target yang tertinggi, reasalisasinya 
mencapai 42, 5 %. Pada tahun 2013, meskipun telah dilakukan penurunan target 
realisasinya menurun dari tahun sebelumnya namun persentase meningkat 0,1 %. 
Pada tahun selanjutnya tetap dilakukan penurunan target dan realisasinya 
meningkat sebesar 8,2 % yaitu 50,8 %. 
Artinya, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara umum dan 
pendapatan retribusi pasar sentral Palakka secara khusus, setiap tahun dilakukan 
perencanaan target yang disesuaikan dengan pendapatan pasar sentral Palakka 
pada tahun sebelumnya sudah sangat mendukung tapi rencana dan realisasi 
pendapatan tidak pernah tercapai diakibatkan oleh faktor wajib retribusi yang 
belum sadar akan pentingnya membayar retribusi beradasarkan tabel.4 yang 
dimana pendapatan pasar memang masih belum bisa mencapai target. Artinya hal 
ini menjelaskan bahwa selain dari faktor wajib retribusinya, ada faktor lain yang 
menyebabkan realisasi yang terkadang meningkat dan menurun. 
No. Tahun Target Realisasi Presentase 
1. 2012 Rp.610.000.000 Rp.258.923.500 42,5 % 
2. 2013 Rp.580.000.000 Rp.247.041.000 42,6 % 





Berdasarkan observasi, pada kantor pengelola UPTD Pasar sentral Palakka 
tidak memiliki daftar nama wajib retribusi (pengguna pelataran, ruko, toko, kios, 
dan lods). Hal ini berarti bahwa tidak diketahuinya jumlah pedagang yang aktif 
dan tidak aktif menyebabkan pendapatan setiap tahunnya terkadang meningkat 
dan menurun. Sehingga sangat perlu adanya pedagang dengan status aktif. 
Pedagang aktif adalah pedagang yang setiap harinya berstatus penjual sehari-hari 
di pasar sentral Palakka. Dengan adanya daftar pedagang aktif dapat 
meminimalisir penurunan realisasi setiap tahunnya. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 
dalam hal perbandingan rencana dan realisasi belum efektif. Dimana, selain faktor 
wajib retribusi yang tidak sadar akan pentingnya membayar retribusi juga 
pengelolaan pedagang yang kurang baik karena tidak diketahuinya jumlah 
pedagang yang aktif menyebabkan target dalam artian rencana dengan realisasi 
terkadang meningkat dan menurun serta target tidak pernah tercapai.  
C. Pembahasan 
1. Perencanaan 
Dalam perencanaan yang baik, rencana harus berdasarkan pada alternatif, 
realistis, ekonomis, luwes dan dilandasi partisipasi agar tujuan yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Suatu 
rencana  yang baik harus dapat dijadikan landasan bagi fungsi-fungsi manajemen 
yang lain. Unsur-unsur perencanaan  yaitu falsafah, kebijakan, tujuan, strategi, 





Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone telah melakukan 
perencanaannya berdasarkan atas Peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang tarif pemungutan untuk masing-masing objek retribusi yang dipungutnya.  
Menurut Jones and George,  
 
“Perencanaan (planning) adalah memilih tujuan organisasi yang tepat dan 
arah kegiatan yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang 
manajer dalam melakukan tugas perencanaan harus mengidentifikasi dan 
memilih tujuan atau sasaran dan arah tindakan organisasi yang tepat”. 46 
 
Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh Jones and George, 
perencanaan merupakan pemilihan tujuan organisasi, dimana perencanaan untuk 
pasar sentral Palakka adalah tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan 
Daerah dalam artian target yang telah ditetapkan beserta dengan perumusan 
strategi dalam meningkatkan pendapatan retribusi pasar sentral Palakka. 
Penentuan target untuk Pasar sentral Palakka telah dilakukan sesuai prosedur 
namun target yang ditetapkan tidak pernah tercapai dikarenakan oleh faktor wajib 
retribusi yang tidak membayar retribusi secara rutin dengan alasan janji 




Pengorganisasian  mengelompokkan susunan pegawai dengan tugasnya 
serta menetapkan fungsi-fungsi setiap unit dalam organisasi sehingga terciptanya 
kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Pengorganisasian memudahkan 
pegawai dalam menjalankan tugasnya karena setiap bagian telah disusun 
                                                 





berdasarkan jabatan dan tugasnya masing-masing. Pengorganisasian melahirkan 
peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia 
bekerja sama secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. 
Organisasi yang baik melakukan pembagian kerja yang mendukung 
pelaksanaan kerja dan mencegah kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kerja serta 
meniadakan adanya pekerjaan yang rangkap. Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bone  melakukan penyusunan struktur organisasi untuk UPTD pasar 
sentral Palakka sebagai kantor yang mengelola hasil retribusi pasar sentral 
Palakka. Menurut Jones and George, “Pengorganisasian (organizing) adalah 
kegiatan menyusun struktur hubungan kerja sehingga anggota organisasi dapat 
berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi”. 47  
Jika dikaitkan dengan teori menurut Jones and George di atas, kantor 
UPTD pasar sentral Palakka sebagai kantor yang mengelola hasil retribusi pasar 
sentral Palakka memiliki kolektor serta membagi wilayah kerja masing-masing 
kolektornya. Membagi kerja kolektor dan staf untuk memungut retribusi adalah 
salah satu bentuk pengorganisasian yang dilakukaknnya. Pada kantor ini, bagian 
penagihan dilakukan oleh kolektor dan staf.  Untuk wilayah kerja ruko,toko,kios, 
dan lods menggunakan leges ditagih oleh staf  beserta satpam yang mengikuti 
berjaga-jaga, sedangkan untuk wilayah kerja pelataran dilakukan oleh kolektor 
menggunakan karcis, serta untuk retribusi parkir dilakukan oleh petugas parkir.   
 
 







Kegiatan memimpin meliputi pengambilan keputusan, komunikasi anatara 
atasan dan bawahan, memberikan semangat kerja,inspirasi dan dorongan kepada 
bawahan  serta memberikan pengetahuan kepada bawahan tentang ketearampilan 
dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan melibatkan penggunaan kekuasaan, 
kepribadian, pengaruh, bujukan dan keterampilan berkomunikasi pemimpin untuk 
mengoordinasikan orang-orang dan kelompok sehingga dapat mencapai tujuan 
organisasi. 
Salah satu cara pemimpin dalam meningkatkan motivasi pegawai dapat 
dilakukan dengan pemberian tambahan gaji. Dinas Pendapatan Daerah 
memberikan tambahan gaji (intensif) untuk meningkatkan motivasi kerja 
pegawainya.  
Menurut Jones and George, “Memimpin (Leading) adalah memotivasi, 
mengoordinasikan, dan mendorong individu dan kelompok untuk bekerja bersama 
dalam mencapai tujuan organisasi”.48 
Jika dikaitkan dengan teori Jones and George, memimpin adalah cara 
bagaimana pimpinan pada kantor UPTD pasar sentral Palakka dalam memotivasi 
dan menggerakkan pegawainya terkhusus kolektor dan staf agar melaksanakan 
kewajibannya dengan tepat dan rajin. Dinas Pendapatan Daerah memberikan 
insentif  setiap 3 bulan sekali kepada pegawainya. Jika target tiap tiga bulan yang 
telah ditetapkan dapat dicapai, maka semakin tinggi jumlah insentif yang 






diberikan dan hal ini mendorong semangat kerja pegawai terkhusus kolektor dan 
staf. 
4. Mengendalikan  
Pemimpin harus mengevaluasi seberapa baik organisasi dalam mencapai 
tujuannya dan mengambil langkah korektif yang diperlukan untuk  menjaga dan 
meningkatkan kinerja organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan mengendalikan, 
pemimpin dapat mengadakan pemeriksaan, mencocokkan serta mengusahakan 
agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang 
telah ditetapkan.  
Dinas Pendapatan Daerah sendiri melakukan pengendalian  dengan cara 
membandingkan rencana dan realisasi retribusi yang dipungut oleh pasar sentral 
Palakka. Mengendalikan (Controlling) menurut Jones and George adalah 
“menyusun pengukuran yang akurat dan sistem pengawasan untuk mengevaluasi 
seberapa baik organisasi dalam mencapai tujuannya”.49 Dimana dalam hal ini 
peran koordinator UPTD pasar sentral Palakka  sebagai pengendali dengan gaya 
kepemimpinan yang tegas sudah cukup baik untuk mengontrol kerja pegawai dan 
pemberian motivasi dalam mengusahakan tercapainya target. Namun, 
pengendalian dalam hal perbandingan rencana dan realisasi belum efektif. 
Dimana, selain factor wajib retribusi yang tidak sadar akan pentingnya membayar 
retribusi juga pengelolaan pedagang yang kurang baik karena tidak diketahuinya 
jumlah pedagang yang aktif menyebabkan target dalam artian rencana dengan 
realisasi terkadang meningkat dan menurun serta target tidak pernah tercapai. 










1. Perencanaan dalam hal penentuan target dan perumusan strategi yang 
telah disusun sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari telah ditentukan 
dan dilaksanakannya tahap-tahap penentuan terget yang dilakukan setiap 
tahun, namun pencapaian target tidak pernah terpenuhi akibat kurang 
tegasnya pemerintah dalam mengoptimalkan kendaraan umum yang 
menyebabkan kurangnya pembeli dan menjadi alasan wajib retribusi 
tidak membayar retribusi karena janji pemerintah yang belum terpenuhi. 
2. Pengorganisasian dalam hal jumlah kolektor dan staf serta pembagian 
tugasnya belum efektif karena jumlah staf yang berlebihan dan juga tidak 
dilakukan pembagian wilayah kerja seperti dengan pembagian wilayah 
kerja kolektor. 
3. Memimpin dalam hal mendorong motivasi kerja pegawainya sudah 
efektif karena pemberian gaji dan insentif yang lancar dapat 
meningkatkan semangat kerja pegawai. 
4. Pengendalian dalam hal perbandingan rencana dan realisasi belum 
efektif. Dimana, selain faktor wajib retribusi yang tidak sadar akan 
pentingnya membayar retribusi juga pengelolaan pedagang yang kurang 





target dalam artian rencana dengan realisasi terkadang meningkat dan 
menurun serta target tidak pernah tercapai. .  
B. Implikasi 
Hasil penelitian mengenai manajemen retribusi pasar sentral Palakka 
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bone merupakan 
bukti ilmiah akan pentingnya pengelolaan retribusi pasar karena hasil 
pendapatan retribusi daerah berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Bone. 
C. Saran 
1. Dalam hal perencanaan, sebaiknya perencanaan tidak diikuti oleh janji-
janji pemerintah  
2. Dalam hal pengorganisasian, sebaiknya dilakukan pengoptimalan jumlah 
pegawai atau bisa dilakukan pembagian wilayah kerja yang untuk tiap-
tiap kolektor dan staf untuk mempermudah dan mempercepat proses 
pemungutan retribusi. 
3. Dalam hal memimpin, sebaiknya pemberian motivasi pegawai jangan 
hanya mengandalkan intensif, namun harus ada ide-ide kreatif oleh 
pemimpin yang bisa meningkatkan semangat kerja pegawainya. 
4. Dalam hal mengendalikan, sebaiknya dialakukan musyawarah kepada 
semua wajib retribusi untuk memberikan pengarahan betapa pentingnya 
membayar retribusi, juga sebaiknya didaftarkan nama-nama pedagang 
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Tabel 5. Jumlah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kabupaten Bone 
No Nama Kecamatan Desa Kelurahan 
1 Kahu  19 1 
2 Kajuara  17 1 
3 Salomekko  7 1 
4 Tonra  11 0 
5 Patimpeng  10 0 
6 Libureng  19 1 
7 Mare  17 1 
8 Sibulue  19 1 
9 Cina 11 1 
10 Barebbo  18 0 
11 Ponre  9 0 
12 Lappariaja  9  0 
13  Lamuru  11 1 










15 Bengo  9  0 
16 Ulaweng  14 1 
17 Palakka  15 0 
18 Awangpone  17 1 
19 Tellu Siattinge 15 2 
20 Amali 15 0 
21 Ajangale  14 0 
22 Dua boccoe 21 1 
23 Tanete Riattang Barat 0 8 
24 Tanete Riattang  0 8 













MATRIKS PENELITIAN MANAJEMEN RETRIBUSI PASAR SENTRAL PALAKKA  DALAM MENINGKATKAN 








































3. Memimpin  
4. Mengendalikan 
 














f. Wajib Pajak 
2. Data Sekunder 




penelitian kualitatif  
2. Pengumpulan data. 
 Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
tiga cara yaitu, 
a. Observasi  
b. Wawancara 








MANAJEMEN RETRIBUSI PASAR SENTRAL PALAKKA  DALAM 
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE 
 
 
1. Perencanaan (Planning) 
a. Apa saja manajemen perencanaan untuk pasar Palakka? 
b. Bagaimana cara menentukan target retribusi dan perumusan strategis 
pasar sentral Palakka? 
c. Apa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target? 
2. Pengorganisasian (Organizing) 
a. Bagaimana keadaan kolektor dan staf yang ada? 
b. Bagaimana pembagian tugas kolektor dan staf? 
3. Memimpin (Leading) 
a. Bagaimana pemberian intensif yang diberikan untuk meningkatkan 
motivasi kolektor dan staf? 
b. Bagaimana kemampuan pemimpin dalam meningkatkan motivasi kerja 
kolektor dan staf? 
4. Mengendalikan (Controlling) 
a. Bagaimana upaya yang dilakukan pemimpin dalam meningkatkan 
semangat kerja kolektor dan staf? 
b. Bagaimana rencana dari realisasi retribusi pasar dalam meningkatkan 





MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI MANAJEMEN 
PASAR SENTRAL PALAKKA  DALAM MENINGKATKAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE 
 







1. Apa saja manajemen perencanaan 
untuk pasar Palakka? 
2. Bagaimana cara menentukan target 
retribusi dan perumusan strategis pasar 
sentral Palakka? 
3. Apa kendala yang menyebabkan tidak 
tercapainya target? 
- A.Nur Ani, SE 









1. Bagaimana keadaan kolektor dan staf 
yang ada? 
2. Bagaimana pembagian tugas kolektor 
dan staf dalam memungut retribusi? 
 
- Jasman Saputra, 
SH 








1. Bagaimana pemberian intensif yang 
diberikan untuk meningkatkan motivasi 
pegawai? 
2. Bagaimana kemampuan pemimpin 
dalam meningkatkan motivasi kerja 
pegawai? 
- Jasman Saputra, 
SH 
- Kartini 







1. Bagaimana upaya yang dilakukan 
pemimpin dalam meningkatkan 
semangat kerja pegawai? 
2. Bagaimana rencana dari realisasi 
retribusi pasar dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah? 
- Jasman Saputra, 
SH 
- A. Pakharuddin 
- Kartini 







DAFTAR NAMA INFORMAN 
 
Informan Pertama 
Nama : Andi Nur Ani, SE 
Pekerjaan  : Kepala Bidang Peencanaan dan Pengendalian 
  Operasional (P2O) 
 
Informan Kedua 
Nama  : A. Pakharuddin 
Pekerjaan : Kepala Bidang Pasar 
 
Informan Ketiga 
Nama  :Jasman Saputra, SH 
Pekerjaan :Koordinator Pasar sentral Palakka 
 
Informan Keempat 
Nama  : Pak Naja 
Pekerjaan : kolektor pelataran bagian pasar 
 
Informan Kelima 
Nama : Kartini 






Nama : Hj.Eni 
Pekerjaan : wajib retribusi  
 
Informan Ketujuh 
Nama : Tini 



















MATRIKS DATA HASIL WAWANCARA 
MANAJEMEN RETRIBUSI PASAR SENTRAL PALAKKA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI 
DAERAH KABUPATEN BONE 































A.Nur Ani, SE Perencanaan meliputi rencana 
pendapatan yang berdasarkan 
peraturan yang digunakan 
dalam memungut retribusi 
pasar sentral Palakka untuk 
mencapai tujuan dalam 
pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar sentral Palaka 
oleh Dinas Pendapatan 



































hal penentuan target 
dan perumusan 
strategi yang telah 
disusun sudah 
optimal. Hal ini dapat 




terget yang dilakukan 
setiap tahun mulai 
dari pembahasan 




Dalam perencanaan itu, ada 
yang dinamakan rencana 
pendapatan yang berdasar 
pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Dimana dalam rencana 
pendapatan ditentukan target 






























pasar sentral Palakka sebelumnya dan 
dilakukan uji petik  
serta penghitungan 






pasar sentral Palakka 
yang diajukan di 
DKPAD dan dibahas 





target tidak pernah 
terpenuhi akibat 
realisasi yang tidak 
mencapai target 
disebabkan oleh para 
pedagang yang tidak 
membayar retribusi 





























A.Nur Ani, SE Penentuan target setiap tahun 
dihitung berdasarkan berapa 
banyak potensi pasar. Adapun 
tahapnya sebagai berikut.  
6) Dimulai dari pembuatan 
target penerimaan 
retribusi pasar yang 
tertuang dalam Rencana 
Kerja Anggaran (RKA) 
pada bidang Pendapatan.  
7) Setelah RKA dibuat, 
kemudian diajukan di 
DKPAD bagian keuangan 
sebagai bahan untuk 
membuat kebijakan umum 
anggaran untuk kabupaten 
Bone.  
8) Langkah selanjutnya, 
dihitunglah belanja dari 
pendapatan.  
9) RKA dibahas di DPR dan 
ditetapkan dalam APBD.  
10) Setelah ditetapkan oleh 
DPR, Dinas Pendapatan 


























setiap tahun mulai 
dari pembahasan 
pendapatan  pasar 
pada tahun 
sebelumnya dan 










yang diajukan di 
DKPAD dan 














































strategis dituangkan dalam 
renstra setiap 5 tahun dalam 





kendaraan umum ke 
















A.Pakharuddin Penentuan target dilakukan 
oleh bidang Pendapatan untuk 
membahas semua pendapatan 
daerah. Terkhusus 
pendapatan pasar sentral 
Palakka, dibahas 
pendapatannya pada tahun 
sebelumnya serta dilakukan 
uji petik dulu dan dihitung 
berapa besar potensi pasar. 
Setelah itu, dibuatkan 
Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) dan diajukan di 
DKPAD untuk membuat 
kebijakan anggaran, 
kemudian di bahas di DPR 
dan ditetapkan dalam APBD. 
Langkah terakhir dibuatkan  
Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) . Sedang-
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kan untuk perumusan 
strategis dituangkan dalam 
renstra setiap 5 tahun apabila  
formulasi tarif retribusi sudah 


































A.Nur Ani, SE Namun keadaan pasar yang 
jauh dari pusat kota dan masih 
terbukanya eks pasar sentral  
menyebabkan pasar kurang 
ramai sehingga pasar sentral 





















wawancara,   












ke pasar sentral 
Palakka belum 
terpenuhi. 
A.Pakharuddin Tidak tercpainya target yang 
ditetapkan diakibatkan oleh 
keberatan penjual pasar 
sentral Palakka karena tidak 
normalnya pasar disana 
sementara eks pasar sentral 
watampone masih terbuka 
Tini Saya pernah tidak membayar 
retribusi lods karena 
terkadang pembeli sangat 
kurang dan kami juga pernah 
dijanji oleh pemerintah untuk 
mengoptimalkan kendaraan 
umum ke sini. 
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Hj.Eni Kebetulan kalau memang 
penagihnya sudah datang jam 
9 pagi, terkadang Saya tidak 
membayar apalagi di pasar ini 
kalau bukan musiman sangat 
kurang pembeli. Yang 
memaksa Saya tidak 
membayar adalah keadaan. 
Keadaan pasar yang jauh dari 
pusat kota dan kendaraan 
umum yang kesini juga tidak 
lancar adalah penyebab 
kurangnya pembeli. 
Sedangkan janji pemerintah 
untuk mengaktifkan 
kendaraan umum belum 
terpenuhi. Dan pemerintah 





























kolektor di pasar Palakka  
cukup banyak yang terdiri 
dari 4 orang kolektor yang 
bertugas menagih di bagian 
pelataran dan semua staf yang 
berjumlah 6 orang untuk 











dan staf sudah 
memadai. Dimana, 
untuk pelataran 
terdiri dari 4 
Pengorganisasian dalam 
hal jumlah kolektor dan 
staf serta pembagian 
tugasnya belum efektif 
karena jumlah staf yang 
berlebihan membebani 


























kios dan lods. sedangkan, 
untuk ruko, 
toko, kios dan 
lods ada 6 






wilayah kerja seperti 
dengan pembagian 




















 kartini Menurut Saya,kolektor dan 
staf sudah cukup, dimana 
kolektor untuk pelataran itu 
ada 4 dan untuk ruko, toko, 

















Kolektor bagian pelataran 
ditempatkan berbeda-beda 
tempat. Ada di penjual ikan; 
sayuran, rempah-rempah dan 
warung; buah-buahan; serta 
lapak-lapak pinggir jalan. 
Sedangkan untuk penagih 
ruko, kios, lods dan toko 
ditagih oleh staf,  ada yang 
menagih, mencatat, pegang 
uang, bagian leges dan satpam 
juga ikut untuk  berjaga-jaga 























ada di penjual 
ikan, sayuran, 
rempah-rempah 














Pak Naja Kolektor untuk pelataran itu 
ada 4. Saya sendiri menagih 
di bagian penjual pisang 
menggunakan karcis, namun 
terkadang ketika menagih ada 
yang tidak mau membayar 
dengan alasan barangnya 
hanya sedikit serta harganya 
rendah, dan tidak laku. 
penagih untuk 
bagian ruko, 
















bagian ruko, toko, 
kios dan lods 
disebut staf yang 
menagih secara 
bersamaan, ada 
yang bertugas  
menagih, 
mencatat, pegang 
uang, bagian leges 
dan satpam juga 












Kartini Kolektor untuk penagih ruko, 
toko, kios dan lods dinamakan 
staf. Semua staf pergi 
menagih secara bersamaan, 
ada yang menagih, mencatat, 
pegang uang, bagian leges 
dan satpam juga ikut untuk  
berjaga-jaga. Namun 
terkadang jika menagih ada 
saja alasan wajib retribusi 
seperti terlalu pagi, sepi 
pembeli, juga tutup. 















Pemberian insentif diberikan 
tiap 3 bulan untuk pegawai. 
Pencapaian target dibagi per 
tiga bulan. Apabila target tiap 
3 bulan tercapai, maka lebih 
tinggi lagi insentif yang 











diberikan tiap tiga 
bulan sekali. Besar 
intensif yang 
diberikan 
Memimpin dalam hal 
pemberian insentif 






























insentif tergantung dari 
besarnya pendapatan yang 
diperoleh. Beda lagi dengan 


















tinggi pula insentif 
yang diberikan. 
Kabupaten Bone 
memberi insentif tiap 
tiga bulan sekali 
sehingga pemberian 
gaji disertai insentif 

















Kartini Selain gaji, Saya menerima 
insentif tiap 3 bulan sekali.  
semakin tinggi pencapaian 
target, semakin tinggi pula 














Pak Naja Pemimpin memberi gaji dan 
insentif selalu lancar. 
Makanya Saya bersemangat 
untuk mencapai target biar 
insentif yang Saya dapat juga 
besar karena apabila hanya 
gaji perbulan sebesar 
Rp.500.000 yang Saya 
andalkan, sangat kurang untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-















Pemberian insentif selalu 
lancar. Namun, Saya tidak 
menerima insentif pada tiga 
bulan pertama saat Saya 
bekerja. Besarnya insentif 
menurut Saya masih kurang, 
namun menurut Saya itu 
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sudah cukup jika insentif yang 










































upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan semangat kerja 
pegawai hanya dengan 
pemberian insentif. Sikap 
ramah serta pemberian arahan 
dan semangat untuk keluhan 
kolektor dan staf dalam proses 
penagihan juga merupakan 
cara Saya memimpin untuk 
mengoptimalkan kerja 


















yang ramah namun 












rencana dan realisasi 
belum efektif. 
Dimana, selain faktor 
wajib retribusi yang 




yang kurang baik 
karena tidak 
diketahuinya jumlah 
pedagang yang aktif 
menyebabkan target 
dalam artian rencana 
dengan realisasi 
terkadang meningkat 
dan menurun serta 
target tidak pernah 
Pak Naja Saya sangat suka dengan gaya 
kepemimpinan Koordinator 
atau pemimpin Saya di kantor 
UPTD Pasar Sentral Palakka 
ini karena sikapnya yang 
tegas dan sangat peduli 
mmbuat Saya betah kerja 
sebagai kolektor pasar ini. 
 Kartini  Koordinator atau pemimpin 
sangat ramah sehingga Saya 
lebih nyaman melaksanakan 















Selama Saya menjabat sejak 
tahun 2013, rencana dan 
realisasi tidak pernah tercapai. 
Namun dari tahun ke tahun 
saya menjabat sebagai 
Koordinator UPTD pasar 
Sentral Watampone, realisasi 


























 A.Pakharuddin Rencana dan realisasi telah 
tertuang dalam tabel realisasi 
pendapatan daerah, dimana 
dari tahun ke tahun realisasi 
terkadang menurun dan naik. 
Rencana target dan realisasi 






















































































































































































































Proses penyetoran uang hasil retribusi kepada bendahara penerimaan di Kantor 





















Proses penyerahan potongan karcis yang telah terpakai untuk dihitung kemudian 
























Karcis yang digunakan untuk memungut       Leges dan daftar pembayaran yang 
      Retribusi pada pelataran      digunakan untuk memungut retribusi 


















Buku pintar sebagai buku catatan setoran   bukti pembayaran setoran hasil retribusi 
Retribusi kolektor yang dimiliki     kolektor kepada bendahara UPTD 




















Bukti pembayaran setoran hasil retribusi oleh Bendahara UPTD kepada  




















































Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah dokumen yang diajukan ke BKPD 
berisi perencanaan target setelah perhitungan pendapatan  pasar pada tahun sebelumnya 



















Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)  adalah hasil dari proses penentuan target 















































Dokumen laporan benda berharga gudang dipenda (Karcis dan leges yang 



















Keadaan Ruko di Pasar Sentral Palakka yang jarang terbuka karena selalu sepi 























Proses wawancara dengan Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasional 



















































Proses Wawancara dengan kolektor mengenai pembagian kerja kolektor dan staf, 
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